
SALINAN 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 13 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyusunan rencana 
penanggulangan kedaruratan bencana serta untuk antisipasi, 
mobilisasi dan koordinasi sumber daya dalam keadaan siaga 
darurat bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
diperlukan pengaturan mengenai rencana kontinjensi 
penanggulangan bencana banjir yang ditetapkan dengan peraturan 
gubernur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana 
Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

5. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penetapan Tanggap Darurat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22034); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI 
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI PRO VINSI DAERAH 
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021. 

Pasal 1 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/landasan 
operasional dalam penanganan kedaruratan bencana banjir di Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: 

a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan 
darurat bencana banjir secara maksimal bagi Pemerintah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemerintah pusat, dunia usaha 
dan masyarakat; 

b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat 
bencana banjir saat diaktivasi menjadi rencana operasional; 

c. mewujudkan komitmen bersama pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam 
penanganan darurat bencana banjir; dan 

d. sebagai instrumen dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penanganan 
bencana banjir. 

Pasal 3 

Prinsip Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir meliputi: 

a. efisiensi dan efektifitas; 

b. berorientasi pada pengguna; 

c. kejelasan dan kemudahan; 

d. keselarasan; 

e. keterukuran; 

f. dinamis; 

g. kepatuhan hukum; dan 

h. kepastian hukum. 
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Pasal 4 

(1) Sistematika Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir, 
meliputi: 

a. BAB I : PENDAHULUAN 
b. BAB II : JENIS BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI 

DAMPAK 
c. BAB III : PROSEDUR PENANGANAN BANJIR TAHAP SIAGA 
d. BAB IV : ORGANISASI DAN RENCANA BIDANG PADA TAHAP 

TANGGAP DARURAT DAN TRANSISI DARURAT 
KEPEMULIHAN 

e. BAB V : PENUTUP 
f. DAFFAR LAMPIRAN 

(2) Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Gubernur mi. 

Pasal 5 

Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Rencana Kontinjensi 
Bencana Banjir Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain 
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Maret 2021 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Maret 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

MARULLAH MATALI 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2021 NOMOR 75002 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

‘A, 

AYAN YUHANAH 
N1P19650824 1994032003 
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